GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan vyang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan
antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun
Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk Pembiayaan dalam

Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2016;

. bahwa Perubahan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945:

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1814);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1286,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4712);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340):

11.Peraturan Pemerintah MNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5155);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 140, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
MNomor 4578);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

16.

17.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 680);

18.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2013 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menetapkan

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016

semula berjumlah Rp. 7.186.774.156.635,27 berkurang sejumiah
Rp. 250.535.725.481,11 sehingga menjadi Rp. 6.936.238.431.154,16
dengan rincian sebagai berikut:



1. Pendapatan

a Semula Rp  7.036.774.156.635 27

b. Berkurang Rp  (134.824.185.641,3)
Jumiah Pendapatan sefelah Perubahan Rp  6.901.949.970.993 91

2. Belanja

4 Semula Rp  5.763.643.387.936, 79

b. Berkurang Ro  [405.236.683.220,59)
Jumiah Belanja sefelah Perubahan Rp  5.357.406.704.716,20
Surplus Sefelah Perubahan Rp  1.544.543.266.277, 71

3. Pembiayaan

a. Penerimaan
1) Semula Rp 150.000.000.000,00
2) Berkurang Rp  (115.711.539.839 75)
Jumlah Penerimaan Rp 34.238.460.160,25
sefelah Perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula Rp  1423.130.768.596 48
2| Bertambah Rp  156.700.957.739 48
Jumizh Pengeluaran Rp  1.578.831.726.437,9
sefelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan 'Rp  1.5M543.266.21711 )

Sisa Lehih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp

Pasal 2

(1) Pendapatan Dagrah sebagamana dimaksud dalam Pasal 1 ferdir dari
a,Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp  2733.329.640.400,50

2) Berambah Rp  360.578.668.18941

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp  3.093.908.308.589, 91
b.Dana Perimbangan

1) Semula Rp  2.713.196.347.000,00

2) Berkurang Rp  (445.370.294.5%6,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp  2.267.826.052.404,00

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp  1540.248109.234 77
2 Berkurang Rp (30.032.550.234,17)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Dagrah yang Sah Rp  1.540.15.690.000,00




(2) Pendapatan Ash Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf & terdri dari jenis pendapatan:
3, Pajak Daerah

1) Semultz Rp  2512.140.699.684.00
2) Bertambeh Rp  390.611.015.854 95
Jumiah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp  2911.760.715.578.98

b, Retribusi Daerah

1} Semula Rp 1578258400000
Z) Berlambeh Rp 2479.3112.000,00
Jumiah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 16.261.895,000,00

t. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp B5.416.656.716,50
2) Berkurang Rp [25.767.943.485,57)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan Rp 56.648,713.230,93

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp  116.980.700.000,00
£) Berkurang Rp (11.743.716.220,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 107.236,983.760,00

(3) Dana Pesimbangan sebagaimana dmaksud pada ayat (1) huruf b terdsi dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil

1| Semua Ro  1.483.326.786.000,00
2) Berkurang Rp  (242.582.177.000,00)
Jumiah Dana Bagi Hasll setelah Perubahan Rp  1.240.744,609,000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semla Rp  1.071.421.391.000,00
Z) Berkurang Rp(193.996,091.596,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 877 425.299.404,00

¢. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp  158.448.170.000,00
2) Berkurang Rp (8792 0128, 000, 00)
Jumiah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 149.656.144,000,00

(#) Lain-ain Pendapatan Dasrah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdri dari jenis

pendapatan;
a. Hibah
1) Semula Rp 10.303.216.000,00
2) Berkurang Rp {8, 680, 206.000,00)
Jumiah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 1,623.010.000,00

b. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
1) Semula Rp 363.000.000,00
2) Berkurang Rp | 363.000,000,00)

Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD setelah Perubahan  Rp

t. Dana Bantuan Operasional Sekolah {BOS)
1) Semulz Rp  1.533.592.600,000,00
2) Berkurany Rp {363.000.000,00)

Jumiah Dana Bantuan Operasional Seholah (BOS) setelah Perubahan  Rp  1,533,220.600.000,00




d Dana Insentif Daerah

1) Semula Rp 5.000.000.000,00
2) Berarrbah/{ Berkurang) Rp -
Jumlah Piutang Dana Sharing Jamsoskes Kabupaten/Kota

setelah Perubahan

e Piutang Dana Sharing Jamsoskes Kabupaten/Kota

1) Semula Rp 4098035323417
2) Berkurang Rp (40.989.353.234.T7)
Jumlah Piutang Dana Sharing Jamsoskes Kabupaten/Kota
setelah Perubahan

Pasal 3

{1} Belanja Daerah sebegaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdi dari
a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp  3534.278.0308%6.42
2) Bertambah p 90.033.553.310.41
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan

b. Belanja Langsung
1} Semuda Rp 2229385 348.040.37
2) Berkurang Rp  (465.270.235.591,00)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp

Rp

Rp

Rp

5.000.000.000,00

3.593.311.593.266,83

1.764.085.111.449.37

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a terdin dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp 443160626208 56
2) Bertambah Rp  200.200.247 576 42
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

b. Belanja Bunga
1} Semula Rp
2) Berambahi{Berkurang) Rp
Jumilah Belanja Bunga setelah Perubahan

¢. Belanja Subsidi
1) Semula Rp
2) Bertambahy|Berkurang) Ap
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan

d. Belanja Hibah
1) Semula Rp  2.081.384.376.798,00
2} Berkurang Rp  (104.179.345.360,95)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Ap 600.000.000,00
2) Bertambah/|Berkurang) Rp -

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

§43.369.873.663,00

1.967.205.033.437,[4

600.000.000,00



f. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

1) Semula Rp 181.505.521.000,00
2) Bertambah Rp 06.499.433.401,%9
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp M2627.113.811.84
2) Berkurang Rp {100.495.762.247 )
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 5.000.000.000,00
2) Berkurang Rp (:3.000.000.000,00)
Jumiah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp

(3} Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdin den jenis belanja:
2. Belanja Pegawai

1) Semuia Rp 5,847 636.458,00
2) Beskurang Rp (1444996 998,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp

b. Belanja Barang dan Jasa

1} Semula Rp 081543204 53291
2} Bertambah Rp (73.053.330.043,74)
Jumiah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp
¢. Belanja Modal
1) Semula Rp 1,241,874 465,000 46
2) Berkurang Rp (350.771.906.540 26)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp
Pasal 4

(1) Pembizyazn Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdii dani;
a, Penerimaan sejumlah Rp. 34.208.460.160, 25

1} Semula Rp 150.000.000.000,00
£) Berkurang Rp (115.741534.839,75)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.576.831.726.437 96

1) Semula Rp 1.423.130.768.596 48
2} Bertamhah Rp 156.700.957.739 48
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp

(2) Penerimazn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 8 terdii dari jens Pembiayaan:
a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp.25.000.000,000,00

1) Semula Rp 25.000.000.000,00
2 Berkurang Rp (3.615.853.498 36)
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan Rp

b. Pencairan Dana Cadangan sejumiah Rp. ......o.uemiuussscsssnnn

1) Semula Rp
2 Bertambahi{Berkurang) Rp

Jumlzh Pencairan Dana Cadangan Sebelumnya setelah Perubahan Rp

246.005.354.401,99

112.131.331.564,80

2,000.000.000,00

4.502.638.500,00

B08.435.914 480,17

851.102,558.460,20

34.288.460.160,25

1.378.831.726.437 56

21.384.146.501 64



¢. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. ........cccoovvsrinrmsirsann
1) Semua Ro
2) Bertambeh/(Berkurang) Rp

Jurmiah Hasil Penjualan ¥ekayaan Dagrah yang Dipisahian setelah Rp
Perubahan

d. Penerimaan Pinjaman Dagrah sejumiah R, ..vvvvveeeeveeerrrssvssssssssenen

1) Sermula Rp
2) Bertambehi(Berkurang) Rp
Jumizh Penerimaan Pinjaman Dagrah setelah Perubahan Rp

&, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Bp. ........ococoumvcccnrmirnssiinn

1) Semula Rp
2) Bertambah/{Berkurang) Rp
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sefelah Perubahan Rp

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 12.904.313.655 61

1} Semuia Rp 125.000.000.000,00
2} Berkurang Rp {112.095.686.341,39)
Jumiah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp 12.904,313.658,61

{3) Penpehuzran sebanaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdin dari jenis Pembéayaan:
a, Pembentukan Dana Cadangan sejumiah Rp. 0,00

1) Semula Rp
2) Berkurang Rp
Jumizh Pembentukan Dana Cadangan setelzh Peribahan Rp

b. Penyertaan Modal {Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 45,000,000,000,00

1} Semuia Rp 125.000.000.000,00

2) Berkurang Rp {80.000.000.000,00)

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp 45.000.000.000,00
setelah Perubahan

¢. Pembayaran Utang Provinsi sejumlah Rp. 1.533.631.726.439,95

1) Semula Rp 1.296.130.768.695.48
2) Bertambah Rp 236.700.957.741 47
Jumlah Pembayaran Utang Provinsi setelah Perubahan Rp  1.533.831.726.439,95

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. ...cooocovvvinvvccssssis

1) Semula Rp
2) Bertambaty{Berkurang) Rp
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp

Daerah setelah Perubahan



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari:

1.

Lampiran |

2. Lampiran ll

9.

Lampiran lli

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VI

Lampiran VI

Lampiran IX

10.Lampiran X

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian  Perubahan APBD  menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;,

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan
per Jabatan;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam Tahun Anggaran ini;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Daftar Perubahan Penyertaan Modal (Investasi
Daerah)

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Gubernur dapat
melakukan pengeluaran dengan menggunakan belanja tidak terduga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Apabila alokasi belanja tidak terduga tidak mencukupi, Gubernur dapat:

a. menggunakan dana dari hasil penjadualan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.



=10 -

(4) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan
APBD, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan

Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran
tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;

(5) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk
pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat,
evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan,
sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian
sementara;

(6) Pengeluaran belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai
berikut :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan

c. keperluan mendesak lainnya vyang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan masyarakat.

(7) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diatur
dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

pelaksanaan.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 odobecr 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 okioher 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR .!2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (12/261/2016)



